
2. Undang-Undang ... 

1. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
· 'Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
'Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan 
Operasional Pengendalian Massa pada sub kegiatan 
Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban 
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 
Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk 
Tenaga Penanganan Gangguan dan Tenaga Operasional 
Lapangan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota tentang Penunjukan Tenaga Penanganan Gangguan 
dan Tenaga Operasional Lapangan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan Operasional Pengendalian Massa 
pada sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda 
dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk 
Rasa dan Kerusuhan Massa Tahun Anggaran 2026; 

W ALI KOTA MAKASSAR, 

Mengingat 

Menimbang 

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR 
NO MOR 300.1 /267 /TAHUN 2026 

TENT ANG 

PENUNJUKAN TENAGA PENANGANAN GANGGUAN DAN 
TENAGA OPERASIONAL LAPANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN 

KEGIATAN OPERASIONAL PENGENDALIAN MASSA 
PADA SUB KEGIATAN PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI 
PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 

TAHUN ANGGARAN 2026 

W ALI KOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 



KESATU ... 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA 
PENANGANAN GANGGUAN DAN TENAGA OPERASIONAL 
LAPANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN 
OPERASIONAL PENGENDALIAN MASSA PADA SUB KEGIATAN 
PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA 
MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN 
KERUSUHAN MASSA TAHUN ANGGARAN 2026. 

2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota 
Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2); 

7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 
tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota 
Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2025 Nomor 6); 

8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 
tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar 
Belanja Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 
2025 Nomor 22); 

9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31); 
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Menetapkan 



KEEMPAT ... 

1.500. 000 ,00 /Orang/Bulan. b. tenaga Operasional 
Lapangan (BPBD / 
DISHUB/Satpol PP) 

KETIGA 

Tenaga Penanganan Gangguan dan Tenaga Operasional 
Lapangan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum 
KESATU, Bertugas dan bertanggungjawab teknis: 
a. tenaga Penanganan Gangguan: 

1. mengoordinasikan dan melakukan pendampingan 
dalam setiap kegiatan; dan 

2. berkoordinasi dan melakukan pengawasan terkait 
upaya kegiatan Operasi Pengendalian Massa serta 
memelihara keamanan dan Ketertiban dengan ikut 
serta dalam setiap kegiatan. 

b. tenaga Operasional Lapangan: 
1. mempersiapkan dan mengantisipasi dalam Penindakan 

atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 
berdasarkan.. Perda .dan, Perkada.anelalui.Penanganan, 
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; 

2. melaksanakan Pengamanan dan Pengendalian Aksi 
Unjuk Rasa; 

3. mencegah terjadinya gangguan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum yang dapat menyebabkan adanya 
kekacauan di masyarakat; dan 

4. melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai 
sebagai bahan informasi bagi atasan. 

Kepada Tenaga Penanganan Gangguan dan Tenaga 
Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum 
KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang tertera 
dalam rincian anggaran belanja kegiatan Operasional 
Pengendalian Massa, sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan 
Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa clan 
Kerusuhan Massa Tahun Anggaran 2026, dengan rincian: 
a. tenaga Penanganan 1.500.000,00/0rang/Kegiatan. 

Gangguan (TNI/POLRI) 

KEDUA 

100 (seratus) Orang. b. tenaga Operasional 
Lapangan (BPBD / 
DISHUB/Satpol PP) 

Menunjuk Tenaga Penanganan Gangguan dan Tenaga 
Operasional Lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
Operasional Pengendalian Massa pada sub kegiatan 
Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan 
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Tahun 
Anggaran 2026, dengan ketentuan: 
a. tenaga Penanganan 4 (empat) Orang. 

Gangguan (TNI/POLRI) 

KESATU 
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Tembusan: 
1. Sekretaris Daerah Kota Makassar; 
2. Inspektur Daerah Kota Makassar; 
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar; 
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar di Makassar 
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan 
6. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui. 

DDIN ~MUNAFRI 

WALi KO A MAKASSAR,,A- 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal It/ 'o(lcOJr{ ?020 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEN AM 

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan 
Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Tenaga 
Penanganan Gangguan dan Tenaga Operasional Lapangan 
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Operasional Pengendalian 
Massa pada sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan 
Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan 
Kerusuhan Massa Tahun Anggaran 2026, diatur dan 
dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Makassar. 

KELI MA 

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata 
Makassar melalui Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Satuan Palisi 
Pamong Praja Kata Makassar Tahun Anggaran 2026. 

KEEMPAT 
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